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ABSTRAK
Nama : Firman As’ad
NIM : 10100110015
Judul : Analisis Yuridis Penganiayaan Suami Terhadap Istri Sebagai
Alasan Perceraian
(Pendekatan Kasus Perkara No.52/Pdt.G/2014/PA Tkl).
Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Penganiayaan Suami Terhadap Istri
Sebagai Alasan Perceraian (Pendekatan Kasus Perkara No.52/Pdt.G/2014/PA Tkl)”.
Skripsi ini meneliti beberapa permasalahan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Takalar (No.52
/Pdt.G/2014/PA Tkl.), dan alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutus
perkara gugatan perceraian dalam perkara (No.52 /Pdt.G/2014/PA Tkl),
Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah: pendekatan yuridis dan pendekatan Syar’i.
Adapun sumber data penelitian ini adalah bahan hukum primer, berupa putusan
Pengadilan Agama Takalar. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan
adalah dokumentasi dan penelusuran berbagai macam literatur atau referensi..
Hasil penelitan diperoleh bahwa dasar hukum dan alasan yang digunakan
oleh hakim dalam menyelesaikan perkara penganiayaan sebagai alasan perceraian
dalam perkara No.52/Pdt.G/2014/ PA Tkl. tidak tepat, karena para hakim dalam
memutuskan perkara ini menggunakan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, dengan alasan
syiqaq sehingga putusannya tidak sesuai dengan dalil-dalil alasan Penggugat.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Para Hakim Pengadilan Agama
Takalar, sebelum menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian yang
disebabkan penganiayaan hendaknya dilakukan pemeriksaan secara intensif supaya
tidak ada kesalahpahaman dan hakim bisa mendatangkan saksi ahli untuk
memperkuat bukti-bukti. 2) Bagi para penegak hukum Islam di Pengadilan Agama
Takalar, tetaplah berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam serta hukum




A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan dalam Islam disebut nikah yang berarti melakukan akad atau
perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar
suka-sama, suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah
tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah swt.1
Dalam suatu rumah tangga hubungan suami istri mempunyai hak dan
kewajiban masing-masing. Ini dapat dilihat pada firman Allah swt. dalam Qs.Al-
Baqarah/02: 228, yang menegaskan:
              
Terjemahnya:
Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara
makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri2
Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan
kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami, meskipun
1Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. II
Yogyakarta: Liberty,1986), h. 15.
2 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazed, 2009 ), h 36.
2demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala
keluarga, sebagaimana disyariatkan diakhir ayat tersebut3.
Bagi manusia perkawinan  dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu
perkenalan antara kaum yang lain sehingga akan membentuk suatu hubungan
silaturrahim, dan dengan itu manusia akan hidup dalam kebersamaan dan saling
menolong antara satu dengan yang lainnya, untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan
sikap suami istri untuk saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya
masing-masing, kewajiban suami istri harus dimaknai secara timbal balik, artinya
bahwa kewajiban seorang suami merupakan hak dari seorang istri dan sebaliknya
yang menjadi kewajiban bagi seorang istri merupakan hak dari pada seorang suami.4
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh
umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa adanya ikatan
perkawinan. Ini sejalan dengan pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang
menyatakan:
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah”.
Dalam undang-undang tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa untuk
membentuk sebuah keluarga harus diawali dengan perkawinan yang sah, karena
perkawinan merupakan permulaan dari rumah tangga yang menjadi bagian terkecil
3Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159.
4Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, h. 96.
3dari susunan kelompok atau masyarakat, dan rumah tangga juga merupakan sendi
dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara5.
Pada dasarnya tujuan perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
Dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut suami istri harus memenuhi
kewajibannya sebagaimana dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam:
1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mnjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batiin yang satu kepada yang lain
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak
mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, dan rohani, maupun kecerdasannya
dan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada pengadilan agama.
5H. Bgd, M. Leter, Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana (Padang:
Angkasa Raya, 1985), h. 7.
4Suatu kenyataan, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam
hal menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sering timbul persengketaan,
sehingga terjadi suatu prahara dalam rumah tangga yakni seorang suami melakukan
kekerasan fisik terhadap istrinya, sehingga sang istri mengajukan gugatan cerai
kepada pengadilan agama setempat terhadap sang suami yang melakukan
penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sebagaimana kejadian ini
tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Takalar (No.52/Pdt.G/2014/PA Tkl.)
tanggal 19 juni 2014.
Perkawinan yang diharapkan menjadi sakinah, mawadah, dan warahmah
harus kandas di tengah jalan karena seribu satu permasalahan yang timbul di dalam
keluarga, perceraian laksana karantina penyakit pada keluarga yang dilanda
pertengkaran dan percekcokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai
jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak, seperti
yang terjadi di Dusun Tanringmata, Desa Bontokanang, Kecematan Galesong
Selatan, Kabupaten Takalar, yakni terjadi perceraian karena suami menganiaya sang
istri.
Berkembangnya budaya kekerasan yang terdapat dalam kehidupan rumah
tangga (KDRT), yang kebanyakan dilakukan oleh suami (laki-laki) dan yang menjadi
korbannya adalah istri (perempuan). Kekerasan atau penganiyaan yang dilakukan
suami terhadap istrinya di dalam lingkup rumah tangga akan memiliki dampak yang
sangat besar baik itu secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik akan tampak
pada tubuh istri dalam bentuk perlukaan, memar, pemukulan, dan lain-lain,
5sedangkan dalam bentuk psikis penderitaan yang dialami oleh istri adalah ketakutan,
hilang rasa percaya diri, tidak memiliki keberanian, dan lain-lain. Penderitaan dalam
bentuk psikis sangat susah untuk dibuktikan karena berkaitan dengan emosi dan
mental seseorang, berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan dengan fisik mudah
dibuktikan karena adanya bekas luka yang bisa dikenali atau dilihat.
Berangkat dari masalah tersebut di atas, penyusun tertarik untuk menjadikan
sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Penganiyaan
Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian (Pendekatan Kasus No.
/Pdt.G/2014/PA.Tkl.).
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas sekaligus memperjelas masalah yang
akan diteliti, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam putusan
Pengadilan Agama Takalar (No.52 /Pdt.G/2014/PA Tkl.) ?
2. Bagaimanakah alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara
gugatan perceraian dalam perkara (No.52 /Pdt.G/2014/PA Tkl.) ?
C. Pengertian Judul.
Pengertian judul yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu menganalisis secara
yuridis putusan No.52 /Pdt.G/2014/PA Tkl. yaitu perlakuan sewenang-wenang atau
6penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya,
sehingga dijadikan sebagai alasan oleh sang istri untuk mengajukan gugatan cerai.
D. Kajian Pustaka.
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa
referensi yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun referensi-referensi yang
penyusun maksud diantaranya:
1. Wila Chandrawila Supriadi, dalam bukunya yang berjudul, Kumpulan
Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam perkawinan. Dalam buku ini diketengahkan
posisi perempuan dalam perkawinan dan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan,
tetapi penyusun lebih menitikberatkan kepada masalah yang dihadapi oleh
perempuan yang terikat dalam perkawinan dan juga tentang perempuan yang dalam
hidupnya menghadapi kekerasan di dalam perkawinan.
2. Muhammad Thalib dalam bukunya yang berjudul 40 Tanggung Jawab
Suami Terhadap Isteri. dalam buku ini dijelaskan tentang dibutuhkannya rasa saling
tanggung jawab antara seorang suami dengan seorang isteri untuk memenuhi
kebutuhan pasangannya sehingga terbentuk keluarga yang damai, harmoni,dan
tentram.
3. Farcha Ciciek dalam bukunya, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam
keluarga: Belajar dari Kehidupan Rasul. Dalam buku ini Penulis memberitahukan
resep tentang bagaimana menangani agar kekerasan dalam rumah tangga dapat
diatasi dengan bercermin dari kehidupan Rasul dalam membina keluarga sakinah.
74. Elli N. Hasbianto dalam artikelnya yang berjudul Kekerasa Dalam
Keluarga Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, memandang kekerasan merupakan
masalah yang serius tapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena ruang
lingkup yang tertutup dan terjadi dalam lembaga hukum perkawinan.
Dari beberapa referensi yang diuraikan di atas ada kaitan dengan judul
skripsi ini, tetapi pendekatan dan paradigma yang digunakakan oleh penyusun untuk
meneliti dan menganalisis pokok masalah penganiayaan atau kekerasan yang terjadi
dalam rumah tangga, berbeda dengan penulis-penulis tersebut di atas.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kebenaran
suatu teori atau pendapat yang berkembang dari Nihayah Istiqamah, M.H., Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa secara mayoritas
penyebeb utama terjadinya perceraian itu disebabkan perselisihan dan adanya
ketidakharmonisan keluarga secara berturut-turut karena adanya kekerasan dalam
rumah tangga, sehingga menjadi alasan untuk mengajukan cerai gugat.
2. Kegunaan Penellitian
Kegunaan penelitian dalam penyususnan skripsi ini sebagai berikut :
a. Kegunaan Ilmiah
8Sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya
dan ilmu keislaman pada khususnya.
b. Kegunaan  Praktis
Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan
hukum di Indonesia, serta bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama.
9BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.
1. Pengertian Penganiayaan.
Penganiayaan yaitu perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan,
dan sebagainya), dalam pandangan hukum penganiayaan adalah perbuatan kekerasan
dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau
kematian1. Penganiayan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk yang pada dasarnya
dimuliakan oleh Allah, makanya Islam sangat melarang adanya penganiayaan,
kekerasan, dan pelecehan terhadap istri (wanita) di mana yang harus dihormati dan
dilindungi hak-haknya, sesuai dengan hadits Nabi s.a.w.:
 ِﻦْﺑا ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻌْﻟا َﺪْﻠَﺟ ُُﮫﺗاَﺮَْﻣا ُﻢُﻛُﺪََﺣا ُِﺪﻠَْﺠﯾ ;َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻲﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ﺔَﻌُﻣَز
 ِمَْﻮﯿْﻟا ِﺮَِﺧا ِﻲﻓ َﺎﮭُﻌِﻣﺎَُﺠﯾ ﱠُﻢﺛ
Artinya:
“Dari Abdullah bin Zamjah dari Nabi s.a.w., sabdanya: Janganlah salah seorang
dari antaramu memukul istrinya sebagaimana ia memukul budak kemudian ia
menyetubuhinya pada malam harinya”.2
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), h. 53.
2 Achmad Sunarto dkk, Sahih Bukhari (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 130.
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Agama memang dihadirkan oleh Allah bagi manusia untuk sebuah
kebebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, penganiayan, kekerasan yang
kesemuanya itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dianugrahkan
Allah kepada manusia, karena Islam adalah agama yang menebarkan nilai-nialai
kasih sayang dan perdamaian serta mendorong manusia untuk mampu menjalin
hubungan harmonis dalam keluarga.
Pengertian penganiayaan atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga
dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah
tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh
anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami
kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya),
meskipun demikian korban yang dominan adalah istri dan anak yang dilakukan oleh
sang suami.
Penganiayaan dalam keluarga masih sering terjadi dalam masyarakat saat
ini, apakah itu menyangkut istri ataupun anak-anak yang menjadi korban, dan
perbutan tersebut memiiki ciri-ciri antara lain: dilakukan di dalam rumah tangga,
dibalik pintu tertutup, dengan penganiayaan atau kekerasan fisik atau psikis
11
dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban.3
Penganiayaan dalam suatu keluarga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu,
bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga, namun secara umum
pengertian ini lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap
istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban penganiayaan atau kekerasan
dalam rumah tangga adalah seorang istri, dan sudah tentu pelakunya adalah suami
tercinta, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan suami dapat pula sebagai
korban penganiayaan dalam rumah tangga oleh istrinya.
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala
perbuatan tindakan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan
perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana
maupun hukum Perdata.
2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan dalam Rumah Tangga.
Bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan terhadap perempuan dalam
rumah tangga meliputi :
a. kekerasan psikologis.
Perbuatan seseorang yang meliputi bicara keras, mencela/menghina,
mengancam dan menakut-nakuti, menelantarkan istri untuk kawin lagi tanpa
sepengetahuan istri, dan mengurung istri dari dunia luar.
b. kekerasan fisik.
Perbuatan yang meliputi pemukulan/penamparan, penjambakan, pencubitan,
3 Norsyahbani Katjasungkana, Membincang Feminisme (Jakarta: Putaka Hidaya, 1997), h.
80.
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dan menendang atau perbuatan lain yang sejenis.
c. kekerasan seksual :
Perilaku seseorang yang di dalamnya meliputi pemaksaan melakukan
hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan istri dan memaksa selera sendiri.4
Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal 4 (empat) bentuk kekerasan
dalam rumah tangga, yaitu :
a. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang menimbulkan atau
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
b. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang.
c.  Kekerasan Seksual.
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan
hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, termasuk di
dalamnya pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial
dan atau untuk tujuan tertentu.
d. Penelantaran Rumah Tangga.
Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang berupa
4S.Miyenti, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, ((Yogyakarta: Pusat
Penelitian Kependudukan UGM, 1999), h. 30.
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penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya,
sedangkan menurut ketentuan yang berlaku baginya ia berkewajiban memberikan
penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, selain itu
penelantaran juga dapat berupa pembatasan ekonomi yang dapat mengakibatkan
ketergantungan ekonomi, atau memberikan larangan bagi seseorang untuk bekerja
yang layak sehingga kehidupan seseorang tergantung kepada orang yang melarang
tersebut.
Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri dan keturunannya dengan cara
tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar isteri dan anaknya, atau
dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak
isteri (seperti pembedaan makan, dimana suami lebih enak makananya dibandingkan
isteri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.5
3. Faktor-Faktor Terjadinya Penganiayaan atau Kekerasan Terhadap
Perempuan.
Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan penganiayaan atau
kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal
dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubunganya dengan kekuasaan
suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya:
a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi
anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap
sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki
5 M. Thalib, 40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri, (Bandung: Irsyad Baitus Salam,
1995), h. 137.
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untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam
berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan
kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik,
psikis, maupun seksual
b. Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk
melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban
untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering
kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering
kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam kontek ini
misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif
pada kebutuhan rakyat kecil
c. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap
perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara
mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka
memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola
eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu
perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah6.
Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi
psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:
a. sakit mental
6Mufidah et al, Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk




c. penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
d. kurangnya komunikasi
e. penyelewengan seks
f. citra diri yang rendah
g. frustasi
h. perubahan situasi dan kondisi
i. kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan
keturunan dari keluarga atau orang tua) 7.
Dalam pandangan ajaran islam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
penganiayaan terhadap istri antara lain:
a. Istri melakukan Nusyuz, suami boleh memukul bagian badan istri kecuali
wajah istri, sebab hal ini merupakan hak istri manakala istri melakukan kesalahan.
Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika tidak maka tidak perlu
malakukan pemukulan
b. Istri tidak mengindahkan kehendak suami untuk berhias dan bersolek. Juga
karena istri menolak diajak ke tempat tidur
c. Istri keluar dari rumah tanpa izin, istri memukul anaknya menangis
d. Istri menghina suami dengan kata-kata yang tidak enak didengar
e. Istri berbincang-bincang dengan laki-laki lain bukan muhrimnya
7 Siti Zumrotun, Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan
dalam Rumah Tangga, (Cet I Yogyakarta: STAIN Press,  2006), h. 103.
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f. Istri tidak mandi haid ketika sudah memasuki waktu suci8. Hal ini
menyebabkan suami tidak bisa menggauli istrinya.
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.
1. Pengertian Perceraian
Secara ideal suatu perkawinan/pernikahan diharapkan dapat bertahan sumur
hidup, oleh karena itu di dalam Islam perkawinan diistilahkan sebagai mitsaqan
ghalidzan atau akad yang sangat kuat, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri
dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, sakinah, mawwadah,
warrahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami istri menemui
masalah sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta telah
hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain, yang
akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian.
Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan
ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian, karena terjadinya perceraian
berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal untuk selama-lamanya.
Perceraian diambil dari kata “cerai” dan dalam bahasa Arab sering disebut
dengan “talak”. Talak berasal dari kata “ithlaq” artinya lepasnya suatu ikatan
perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.9 Jadi talak atau perceraian
8 Muhammad bin Umar An-Nawawi, Syarah Uqudullujain Etika Rumah Tangga, ( Cet II
Jakarta: Pustaka Amani,  2000), h. 22.
9 H. M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 229.
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adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya
hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri.
Kata talak secara terminologi terdapat beberapa pendapat para ahli hukum
yaitu:
1. Menurut Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin, talak adalah
melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan
sejnisnya.10
2. Menurut Al Jaziry, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau
mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.11
3. Mazhab Syafi’i mendefenisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan
lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.
4. Sayid Sabiq dalam kitabnya al-Fiqhu Sunnah memberi defenisi talak
Terjemahnya: Talak adalah melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri tali
perkawinan suami istri.12
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117, talak adalah ikrar
suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya
perkawinan.13
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 198.
11 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 192.
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid II (Kuwait: Dar Al-bayan, 1971), h. 206.
13 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
2000), h. 57.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang putusnya hubungan




3. Atas putusan pengadilan.14
Pada Pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan: Perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan
Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.15
Ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai
dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan mengenai putusnya perkawinan serta
akibatnya. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.16
Dari pasal 39 ayat (1) Undang-Undang perkawinan diketahui bahwa
perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, karena suatu perceraian
yang dilakukan di luar pengadilan sama halnya dengan suatu perkawinan yang
dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh
karenanya tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa
perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (no
14 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 56.
15 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 56.
16 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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legal force). Oleh karena itu hukum menganggapnya tidak pernah ada (never
existed).17
Selain perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, ketentuan
lain yang harus dipenuhi ketika suami atau istri menghendaki  terjadinya perceraian
yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun
lagi sebagai sepasang suami istri.
Dalam proses persidangan Pengadilan Agama terhadap setiap perkara
perceraian yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai dengan
menerapkan lembaga mediasi. Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil
dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan
bersandar atas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan.18
2. Dasar Hukum Perceraian
Perceraian bisa terjadi antara suami dan istri manakala keduanya sudah tidak
sanggup menjalani bahtera rumah tangga dengan rukun, damai, bahagia, dan
sejahtera. Sehingga agama Islam secara khusus mengatur hal tersebut melalui sumber
hukumnya yaitu al-Qur’an dan Hadis, oleh karena itu penyusun akan mencantumkan
beberapa ayat al-Qur’an serta Hadis yang menjadi dasar hukum perceraian, antara
lain:
Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 227
17 H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), h. 79.
18 H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia, h. 71.
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       
Terjemahnya:
Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui19.
Dalam ayat lain firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2: 229-230
              
           
            
                 
                 
      
Terjemahnya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Jika kamu khawatir bahwa kedunya (suami istri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim.
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas suami pertama dari istri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah
hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kami yang (mau) mengetahui20.
Firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 232
19Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazed, 2009 ), h 36.
20 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
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                      
                   
       
Terjemahnya:
Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang
ma’ruf. Itulah yang dinasehatkn kepada orang-orang yang beriman diantara
kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui21.
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, menyatakan:
 ُقَﻼﱠﻄﻟا َﻰﻟﺎََﻌﺗ ِ ﱠﷲ َﻰِﻟإ ِلَﻼَﺤْﻟا ُﺾَﻐَْﺑأ
Artinya:
Dari Ibnu Umar R.A. berkata: Dari Nabi s.a.w. bersabda: perbuatan halal yang
dibenci Allah adalah talak. (H.R. Abu Daud dan Hakim, dan disahkan olehnya).
3. Macam-Macam Perceraian
Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dapat
terjadi karena talak, syiqaq, khulu’, fasakh, ta’lik talak, zhihar, ila’, li’an.
a. Talak
Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, yang dimaksud disini
adalah melepaskan ikatan perkawinan. Didalam pasal 117 KHI, talak adalah ikrar
21 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37.
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suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu  sebab putusnya
perkawinan.
Adapun macam-macam talak yaitu:
1) Talak Raj’i (pasal 118 KHI) adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak
rujuk dengan istri selama masa iddah.
2) Talak Ba’in, Talak Ba’in ada dua macam yaitu: Talak Ba’in Sughra (pasal 119
KHI) adalah talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh akad baru dengan bekas
suaminya meskipun dalam masa iddah. Sebagaiman tersebut dalam ayat (1)
adalah: talak yang terjadi qabla al-dukhul, talak dengan tebusan atau khulu’, talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Talak Ba’in Kubra (pasal 120 KHI)
adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan
tidak boleh dinikahi kembali, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri
menikahi orang lain dan kemudian terjadilah perceraian ba’da al-dukhul dan habis
masa iddahnya.
3) Talak Sunni (pasal 121 KHI) adalah talak yang dibolehkan , yaitu talak yang
dijatuhkan kepada istri pada waktu istri dalam keadaan haid dan istri dalam
keadaan suci dan tidak dicampuri dalam waktu sucinya tersebut.
4) Talak Bid’i (pasal 122 KHI) adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang
dijatuhkan kepada istri pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam
keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
b. Syiqaq
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Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian
rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertengkaran pendapat dan pertengkaran,
menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak
dapat mengatasinya.22
Firman Allah dalam QS. An-Nisa’/4: 35
                  
        
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah
maha mengetahui lagi maha mengenal23.
Menurut ayat di atas, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka
diutus seorang hakam dari pihak suami dan istri untuk mengadakan penelitian dan
penyelidikan tentang sebab terjadinya syiqaq tersebut serta berusaha mendamaikan
keduanya atau mengambil keputusan untuk memutuskan perkawinan kalau sekiranya
jalan itulah yang terbaik.
c. Khulu’
Khulu’ adalah perceraian yang dikehendaki istri karena ia melihat suami
melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi Allah, sedangkan suami sendiri
22 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 241.
23 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.
24
merasa tidak perlu menceraikan istrinya, oleh karenanya istri dapat meminta cerai
kepada suaminya dengan kompensasi ganti rugi.24
Dasar pembolehan khulu’ terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 229
          
            
            
Terjemahnya:
Tidak halal bagi kamu mengmbil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa untuk keduanya tentang bayaran
yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya25.
Khulu’ dapat dijatuhkan sewaktu-waktu baik istri dalam keadaan suci
ataupun tidak. Hal ini disebabkan khulu’ terjadi atas kehendak istri.
d. Fasakh
Fasakh berarti membatalkan perkawinan. ini disebabkan salah satu pihak
mendapatkan cela pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui
sebelum dilangsungkan perkawinan. Istri yang diceraikan Pengadilan dengan fasakh
tidak dapat dirujuk suaminya sebelum melalui perkawinan baru yaitu melaksanakan
akad nikah baru.
Fasakh dapat terjadi ketika pada akad nikah diketahui:
1) Calon suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan;
24 Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer (Jakarta: PT.RajaGrafindo
Persada, 2008), h. 323.
25 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
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2) Keduanya masih kecil;
3) Walaupun ketika akad nikah berlangsung wajar, tapi pada suatu saat diketahui
adanya penipuan, baik dari segi maskawin maupun dari pihak yang
melangsungkan perkawinan.
Dan setelah akad nikah terjadi hal-hal berikut:
1) Salah satu pihak murtad dan tidak mau kembali kepada Islam;
2) Salah satu pihak mengalami cacat fisik yang tidak memungkingkan untuk
melakukan hubungan suami istri;
3) Kehidupan ekonomi keluarga krisis, sedangkan istri tidak sabar menunggu
pulihnya kembali.26
e. Ta’lik Talak
Arti ta’lik adalah menggantungkan, jadi pengertian ta’lik talak ini ialah
suatu talak yang digantung pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah
disebutkan dalam perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Ta’lik talak ini
diadakan untuk melindungi kepentingan istri agar tidak teraniaya oleh suami.
Ketentuan diperbolehkannya ta’lik talak ini tercantum dalam QS. An-
Nisa/4: 128
26 Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer, h. 325.
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                 
             
     
Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamubergaul dengan istrimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari sikap nusyuz dan sikaptak acuh) ,
maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan27.
f. Zhihar, Ila’ dan Li’an
Tiga macam perbuatan hukum (zhihar, ila’ dan li’an), adalah perbuatan
berupa kata atau sumpah yang tidak secara langsung berisi ungkapan yang
menyatakan putusan ikatan perkawinan, tetapi oleh hukum dinyatakan berdampak
memutuskannya.
1) Zhihar menurut bahasa yaitu zhahrun yang bermakna punggung.28 Kaitannya
dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang
menyerupakan punggung istrinya dan punggung ibunya. Zhihar merupakan
kebiasaan orang jahiliyyah yang tak lagi memfungsikan istrinya sebagai istri
walaupun masih tetap diikat, seperti pernyataan “kamu seperti penggung ibuku”
sambil memulai tidak menggaulinya lagi. Sesungguhnya istri bukanlah ibu
27 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99.
28 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 228.
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sehingga istri menjadi haram seperti kedudukan ibu (haram dinikahi). Islam
membatalkan hukum ini dan menjadikan zhihar haram bagi perempuan sehingga
suami yang mengucapkanya terkena kafarat.
Firman Allah swt. dalam QS. Al-Mujadalah/58: 2
                  
           
Terjemahnya:
Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kamu (menganggap istrinya
sebagai ibunya, padahal) tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka
tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan mereka
sesungguhnya sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan munkar dan
dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun29.
2) Ila’ ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju
pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu. Ila’ juga merupakan kebiasaan
orang jahiliyah, pihak laki-laki bersumpah pada istrinya sendiri bahwa ia tidak
akan menggaulinya lagi dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat-
sifatnya, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau
dibatasi empat bulan atau lebih.
Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 226)
                
Terjemahnya:
29 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 542.
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Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan
(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka
sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang30.
3) Li’an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat
zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam
tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa
ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Sumpah
li’an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk
selama-lamanya.
Firman Allah swt. dalam QS. An-Nur/24: 6
                 
       
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada
mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu
ialah empat kali bersumapah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah
termasuk orang-orang yang benar31.
4. Alasan-Alasan Perceraian
Pada dasarnya perkawinan tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk
selama hayat di kandung badan. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan wanita sebagai sepasang suami dan istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi.
30 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
31 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 350.
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Agama Islam mewajibkan kepada satiap pasangan suami istri untuk
senantiasa menjaga ikatan perkawinan mereka. Meskipun disisi lain Islam juga
membukakan pintu perceraian, namun tidak dibenarkan untuk menggunakannya
dengan gegabah, sesuka hati, apalagi hanya karena mengikuti hawa nafsu belaka.
Cerai hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, dan tidak ada jalan lain untuk
menghindarinya dan perceraian tersebut telah dianggap sebagai jalan yang terbaik
untuk menciptakan kemaslahatan.
Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat
putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu ketentuan
lain yang harus dipenuhi ketika suami atau istri menghendaki  terjadinya perceraian
yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup
rukun lagi sebagai sepasang suami istri.
Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat
beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian,
yaitu:
2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan;
3. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun beturut-turut tanpa
izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;
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4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat selama perkawinan berlangsung;
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak lain;
6. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
7. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.32
Akan tetapi selain alasan-alasan diatas, dalam KHI (Kompilasi Hukum
Islam) terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi
pasangan suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu:
a. Suami melanggar taklik talak.
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.
Sementara menurut KUH Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur
dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan
putusnya perkawinan disebabkan:
1. Oleh kematian;
2. Oleh tidak hadirnya si suami atau si istri selama sepuluh tahun,yang disusul
oleh perkawinan baru istri atau suaminya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam bagian 5 bab XVIII;
32 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 116-117.
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3. Oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran catatan
sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 2 bab ini;
4. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 3 bab ini.33
Kemudian dalam Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan beberapa alasan
yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:
1. Zinah;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi,
setelah dilangsungkan perkawinan;
4. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari
suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga
membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang
berbahaya.34
5. Akibat Hukum Perceraian
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.
Menurut hukum Islam akibat hukum dalam kaitannya dengan akibat perceraian ini
ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:
a. Memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang;
b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam
masa iddah;
33 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
h. 45.
34 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 49-50.
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c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai
ia dewasa dan dapat mandiri;
d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lain ketika
perkawinan berlangsung dahulunya.35
Menurut MR Martiman Prodjohamidjojo bahwa perceraian mempunyai
akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum
kebendaan serta hukum perjanjian.36
Akibat hukum dari perceraian diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang
Perkawinan, disebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan yang
dikarenakan oleh perceraian:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut.
35 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),
h. 179
36 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal
Center Publishing, 2007), h. 44
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3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.37
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian banyak menimbulkan akibat
hukum, tapi akibat yang paling sering menjadi sengketa antara suami istri yang
bercerai yaitu mengenai pemeliharaan anak dan sengketa terhadap harta bersama
(harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
uraian berikut.
a. Akibat terhadap anak
Akibat perceraian terhadap Anak yaitu membawa akibat dalam hal
pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan anak. Orang tua mempunyai kewajiban
untuk menjalankan kewajiban tersebut terutama bagi anak-anaknya yang belum
cukup umur (mumayyiz) sehingga kepentingan si anak terlindungi. Jika terjadi
perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat
diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga atau pun dengan keputusan
pengadilan.
Dalam Islam pemeliharaan anak disebut hadhanah. Secara etimologis,
hadanah ini berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Sedang
secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau
yang sudah besar tapi belum mumayyis, menyediakan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik
37 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
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jasmani, rohani, dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan
memikul tanggung jawab.38
Ketentuan yang mengatur mengenai pemeliharaan anak yaitu Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 41 berbunyi:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihra dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.39
Pasal 45 berbunyi:
a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya.
b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak
itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus.40
Dalam hal pemeliharaan anak akibat perceraian KHI mengaturnya bahwa:
38 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 175-176
39 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
40 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
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1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya;
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih
diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.41
Pemeliharaan anak ini sangat penting untuk diperhatikan oleh suami istri
yang bercerai. Karena perceraian mangakibatkan anggota keluarga (ayah, ibu, dan
anak) tidak tidak dapat hidup bersama lagi secara utuh. Dan hal tersebut sangat
berpengaruh bagi fisik dan psikis seorang anak yang berakibat pada masa depannya
nanti. Hal ini menyebabkan:
a. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang
tua.
b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan dan
harapan anak-anak tidak tersalur dan tidak tercapai.
c. Anak-anak trauma secara mental dan tidak mendapatkan pelajaran  tentang nilai-
nilai moral dasar yang baik.
Jadi akibat yang timbul dari perceraian menyebabkan anak merasa
terabaikan, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan
dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dan hal tersebut tidak terbatas
pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada
semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan.
41 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 52-53
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b. Akibat terhadap harta
Adanya perkawinan mengakibatkan adanya harta kekayaan dalam
perkawinan, dimana selama dalam perkawinan harta yang diperoleh merupakan harta
bersama, dalam perjalanan hidup berumah tangga. Harta bersama adalah harta
kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya
adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan
perkawinan. Harta bersama tersebut dikuasai secara bersama antara suami istri,
masing-masing bertindak terhadap harta tersebut dengan persetujuan pihak yang lain.
Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh
selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang
didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.42
Suatu perceraian akan membawa akibat hukum yaitu adanya pembagian
harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannnya. Pembagian tersebut perlu
dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya.
Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan dijelaskan Pasal 35, 36, 37
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36
42 Ahmada Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 161
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1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.
2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Selanjutnya pasal 37 menyebutkan Bila perkawinan putus karena perceraian,
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.43
Dalam hukum Islam harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal.
Karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Harta terpisah
masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu
pernikahan dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri-sendiri. Demikian juga harta
yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak
bercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap
milik suami, istri tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami istri
walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan
perjanjian antara suami istri yang biasanya berlaku secara diam-diam.
Harta bersama dalam Islam lebih identik dengan syirkah abdan
mufawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.44
Walaupun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tapi
keberadaannya paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama di Indonesia. Hal ini
43 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
44 H. M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap h. 181
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didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia
sama-sama bekerja, dan sama-sama berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup.
Berdasakan uraian di atas, jelaslah bahwa perceraian memiliki akibat
terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan, harta yang pada awalnya
dicari secara bersama-sama dengan kerja keras, penuh suka cita dan harus berakhir





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Untuk memudahkan penyususnan skripsi ini, maka penulis menggunakan
metode penelitian sebagai berikut :
a. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka, seperti bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama
Takalar.
b. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan peneliti di Pengadialan Agama Takalar Jl. Pangeran
Diponegoro No.5, dan mengambil batasan penelitian kasus perceraian dengan alasan
penganiayaan dalam bentuk cerai gugat.
B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang
digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi
dengan masalah yang akan diteliti.1
2. Pendekatan Syar’I, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada
hubunganya dengan masalah yang akan diteliti.
1Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Cet. V; Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2004), h. 43.
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C. Sumber Data
Sumber data sekunder yaitu, bahan hukum primer, berupa putusan
Pengadilan Agama Takalar.
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan
data berupa dokumetasi, yaitu dokumen penyusun mengambil data yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai korelasi
dengan penelitian penyusun, seperti :
1 Surat gugatan perceraian
2 Salinan putusan perceraian
3 Buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini
4 Arsip-arsip.
E. Analisis Data
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data deduktif yaitu
cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat
umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini
digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penetapan kaidah-kaidah normatif




ANALISIS TERHADAP GUGAT CERAI DENGAN ALASAN
PENGANIAYAAN
A. Putusan Perkara No.52/Pdt.G/2014/ PA Tkl.
PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2014/PA TkI.
BISMILLAHIRRAHMANI RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
cerai gugat antara :
Muna Dg. Calla binti Congkang Dg. Nyarrang, umur 27 tahun, agama Islam
pendidikan tidak ada,pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tanringmata,
Desa Bontokanang,Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, sebgai
Penggugat :
Tikkolah Dg. Naba bin Busama Dg. Ngasa, umur 28 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, alamat di Dusun Tanringmata, Desa
Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabuapten Takalar sebagai Tergugat :
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengarkan pihak Penggugat;
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Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 06 Mei 2014
yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Takalar dengan nomor
52/Pdt.G/2014/PA Tkl, penggugat telah mengajukan gugagatan cerai dengan alasan-
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 penggugat dan tergugat melangsugkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa buku
duplikat kutipan akta nikah nomor: 232/27/2014, tertanggal 30 April 2014, yang
dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan,
Kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama dan
bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Tanringmata, Desa
Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan telah
dikaruniai seorang anak bernama Yayu, umur 6 tahun, anak tersebut dalam
pemeliharaan tergugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan
harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2007 penggugat dan tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan
tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
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4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
a. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras, sampai mabuk, dan
apabila dalam keadaan mabuk, tergugat sering memukul penggugat,
pemukulan tersebut sudah sering kali terjadi sehingga sangat membahayakan
keselamatan jiwa penggugat.
b. Bahwa sejak bula November 2007, tergugat tidak pernah lagi memberikan
biaya hidup kepada penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi
pada tanggal 19 bulan Februari 2014, yakni tergugat dalam keadaan mabuk
mengamuk dan mengejar penggugat dengan menggunakan besi sehigga
penggugat lari untuk menyelamatkan diri ke rumah orang tua penggugat di Dusun
Tanringmata, Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar
sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan tanpa
saling menjalankan kawajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah
tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk
membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang. Dengan demikian
guatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku :
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berekenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
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1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tikkolah Dg. Naba bin Busama
Dg. Ngasa, terhadap penggugat, Muna Dg. Calla binti Congkang Dg. Nyarrang
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di
persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang
lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun
berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama
Takalar Nomor. 52/Pdt.G.2014/PA Tkl, terugugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut di sebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat
(verstek).
Bahwa karena ketidakhadiran tergugat itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan
tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur
mediasi.
Bahwa majelis hakim di persidangan telah melakukan upaya damai dengan
menasehati penggugat, agar penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga
dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil,  oleh karena itu persidangan dilanjutkan
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dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
penggugat.
Bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti
tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 232/27/2014,
tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Galesong
Selatan, Kabupaten Takalar, bukti tersebut bermaterai cukup dan oleh ketua majelis
dinyatakan bersesuaian dengan aslinya. (bukti P)
Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang
saksi yaitu :
1. Congkang Dg. Nyarrang bin Dg. Manggulingi, memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung
penggugat dan saksi tergugat bernama Tikollah Dg. Naba bin Busama Dg.
Ngasa, sebagai suami penggugat.
 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah
orang tua tergugat, dan kadang pergi ke rumah orang tua penggugat tetapi
jarang.
 Bahwa selama pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan
harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Yayu, umur 6
tahun anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat.
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 Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat pada awalnya hidup
rukun akan tetapi sejak bulan Oktober 2007 penggugat dan tergugat mulai
muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman
keras sampai mabuk, apabila mabuk tergugat mengamuk dan memukul
penggugat, saksi tidak melihat langsung di pukul, tetapi saksi melihat bekas
pukulan tergugat di badan penggugat, karena penggugat setiap habis di pukul
penggugat datang ke saksi dan menyampaikan perbuatan tergugat terhadap
penggugat apabila tergugat mabuk.
 Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih
empat bulan.
 Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan
tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada penggugat dan anaknya, tidak
saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.
 Bahwa penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan tergugat
tetap tinggal di rumah orang tua tergugat.
 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati tergugat agar tidak minum
minuman keras lagi, namun tergugat tidak menghiraukan dan telah
mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat
sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat.
2. Saksi ke dua, Siang binti Dg. Sampara memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :
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 Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalh ibu kandung
penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat.
 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
tergugat, kadang ke rumah orang tua penggugat.
 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup
rukun selama enam tahun, dan elah dikaruniai anak dan anak tersebut berada
bersama penggugat.
 Bahwa penggugat dan tergugat sejak Oktober 2007 muali muncul perselisihan
dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai
mabuk, hal ini saksi pernah melihat tergugat membawa ceregen yang berisi
minuman keras (ballo) dan tercium bau minuman keras dari mulut tegugat,
kemudian tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah orang tua
tergugat.
 Bahwa saksi menasehati tergugat agar supaya tidak minum minuman keras
lagi, tetapi tergugat tidak menghiraukan nasehat tesebut, tergugat masih tetap
minum minuman keras dan memukul penggugat bahkan saksi pernah melihat
tergugat mengejar penggugat dengan badik.
 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih tiga bulan dan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan
nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak saling peduli.
 Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan
tegugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.
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 Bahwa pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar supaya penggugat
dan tergugat kembali rukun akan tetapi penggugat sudah tidak mau lagi hidup
bersama tergugat dan tidak saling berkomunikasi, tidak saling memperdulikan
lagi keadaan masing-masing.
Menimbang, bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan menerima
keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan
mencukupkan bukti-bukitnya.
Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya untuk bercerai dengan tergugat,dan selanjutya mohon putusan.
Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yag
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah
diuraikan di atas.
Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun
kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selama proses persidangan
berlangsung hanya satu pihak yng selalu hadir yaitu penggugat karena itu proses
mediasi sebagaimana yag dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat
dilaksanakan.
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan panggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya
yang sah meskipun berdasrakan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Tkl
tertaggal 16 Mei 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita
Pengadilan Agama Takalar dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan  yang
sah menurut hukum, maka perkara ini dapat putus dengan verstek (tanpa hadirnya
tergugat).
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara tersebut
secara verstek.
Menimbang, bahwa selaa persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk mengahadap sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran
teruggat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian,
berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg.perkara ini dapat diperiksa dan diputus
dengan acara verstek (tanpa hadirnya tergugat).
Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran tergugat dalam persidangan perkara
ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi
untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga
penggugat dan teruggat penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga
dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang
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tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan
dengan ketertiban umum.
Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya penggugat menyatakan bermaksud
bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak Februari 2014
disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan apabila
mabuk tergugat sering memukul penggugat dan pemukulan tersebut sangat
membahayakan keselamatan jiwa penggugat dan sejak bulan November 2007
tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat.
Menimbang, bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat pada tanggal 19
Februari 2014 tergugat mabuk dan mengejar penggugat dengan badik sehigga
penggugat lari pulang ke rumah orang tuanya, pada saat penggugat dan tergugat
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan dan selama itu pula
tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak saling
peduli.
Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah:
1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras, mabuk, bahkan
sering memukul penggugat.
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2. Apakah benar puncak perselisihan penggugat dengan tergugat sejak Februari 2014
karena tergugat dalam keadaan mabuk mengamuk dan mengejar panggugat
dengan badik sehingga penggugat lari pulang ke rumah orang tua penggugat untuk
menyelamatkan diri. Sejak itupula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal
sampai sekarang, selama kurang lebih empat bulan tanpa nafkah, sehingga
penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat.
Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada
ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan
perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah
tangga penggugat dan tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan
kembali.
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian,
majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum
penggugat dan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
tergugat.
Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. Berupa fotokopy Duplikat
Kutipan Akta Nikah dri Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten
Takalar Nomor : 232/27/2014 tertanggal 30 April 2014, bermaterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya (bukti P) sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurnah dan mengikat karena telah
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memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus
dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian,
dimuka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang
terhadanya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi
saksi dalam perkara ini, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut
mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa
penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat
mepunyai kebiasaan buruk yakni sering minum minuman keras sampai mabuk, dan
apabila mabuk tergugat mengamuk dan memukul penggugat bahkan mengejar
pengugat dengan badik kemudian pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat
bulan, namun saksi pertama tidak melihat langsung tergugat minum minuman keras,
hanya sering melihat tergugat membawa tempat  yang berisi minuman keras dan
tercium bau dari mulutnya, dan tidak melihat langsung tergugat memukul penggugat
namun saksi pertama melihat bekas pukulan tergugat dibadan penggugat
Menimbang, bahwa saksi kedua telah melihat langsung tergugat sering minum
minuman keras di rumah orang tua tergugat dan apabila mabuk tergugat memukul
penggugat dan pernah mengejar penggugat dengan badik yang mengakibatkan
penggugat lari ke rumah orang tuanya untuk menyelamatkan diri.
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Menimbang, bahwa akibat pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat
tinggal selama kurang lebih empat bulan, selama itupula tergugat tidak memberikan
nafkah kepada penggugat dan tidak saling peduli lagi.
Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan
tergugat tetapi tidak berhasil.
Menimbang, bahwa pihak selain apa yang telah dipertimbangkan diatas keterangan
saksi pertama dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung,
saling bersesuaian satu dengan lainnya,dan telah meneguhkan dali-dalil gugatan
penggugat, dengan demikian materi keterangan kedua saksi melengkapi, sehingga
dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi
pula batas minimal pembuktian, karenanya cukup menjadi dasar untuk menyatakan
terbukti sebagai fakta-fakta sebagai berikut:
 Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena
tergugat serng minum minuman kers sampai mabuk.
 Bahwa apabila tergugat mabuk, tergugat mengamuk dan sering memukul
penggugat, bahwa akibat dari pertengkaran penggugat dan tergugat pisah
tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan tanpa nafkah dari tergugat dan
tidak saling peduli lagi.
 Bahwa pengugat pernah dinasehati agar supaya kembali rukun dengan tergugat
namun penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat.
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Menimbang, bahwa dalil panggugat bahwa tergugat sering minum minuman
keras sampai mabuk bahkan memukul penggugat kemudian berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih empat bulan, dan selama itu pula tergugat tidak memberikan
nafkah kepada penggugat dan anaknya yang mengakibatkan penggugat mersa tidak
tahan lagi hidup bersama tergugat, karena tergugat sebagai suami seharusnya
melindungi dan menyayangi penggugat dan anaknya tetapi tergugat bahkan
sebaliknya sering mabuk, mengamuk dan memukul penggugat, bahkan mengejar
penggugat dengan badik.
Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya
telah mengetahui kejadian tersebut dan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat
sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras, mabuk,
bahkan sering menyakiti pisik penggugat sampai berbekas (memar) dibadan
penggugat, sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi untuk tinggal bersama
tergugat, yang kemudian pisah tempat tinggal selama empat bulan dan tidak saling
peduli lagi.
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-
undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorag wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan
tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak
terlalaikan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-
dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam.
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan perkawinan
sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit untuk
diwujudkan.
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum, maka majelis
hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain
shughraa tergugat terhadap penggugat.
Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-undang nomor 3 tahun 2006
jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap pada kantor urusan agama kecamatan Galesong Selatan
Kabupaten Takalar.
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang nomor 50
Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
penggugat.
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Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.
M E N G A D I L I
1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadapi di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tikollah Dg Naba bin Busama Dg
Ngasa) terhadap penggugat (Muna Dg Calla binti Congkang Dg Nyarrang)
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00
(Dua Ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Takalar pada hari kamis tanggal 19 juni 2014 Masehi bertepatan dengan
tanggal 20 sya’ban 1435 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Asriah, sebagai ketua majelis
Dra. Hj Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri S.HI MH. Masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan
dibantu oleh Hj. Nurbaya, S.Ag, M.HI sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.
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B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian
dalam Putusan Pengadilan Agama Takalar
(NO.52/Pdt.G/2014/PA Tkl).
1. Duduk Perkara
Penggugat (Muna Dg. Calla binti Congkang Dg Nyarrang), umur 27 tahun,
tempat tinggal di Dusun Tanringmata, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong
Selatan, Kabupaten Takalar, adalah istri sah dari tergugat (Tikollah Dg. Naba bin
Busama Dg. Ngasang), umur 28 tahun, tempat tinggal di Dusun Tanringmata, Desa
Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang menikah
tanggal 30 Agustus 2007. Setelah pelaksanaan akad nikah pengggugat dan tergugat
hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang
bernama Yayu, umur 6 tahun. Pada semula keadaan rumah tangga penggugat dan
tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2007 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dan
tergugat menjadi tidak harmonis. Dalam gugatannya penggugat mengemukakan
bahwa perselisihannya pada intinya disebabkan sebagai berikut:
1. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk, dan
apabila dalam keadaan mabuk tergugat sering memukul penggugat, pemukulan
tersebut sudah sering kali terjadi sehingga sangat membahayakan keselamatan
jiwa penggugat.
2. Bahwa sejak bulan November 2007, Terguagat tidak pernah lagi memberikan
biaya hidup kepada penggugat.
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Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat
terjadi pada tanggal 19 bulan Februari 2014, dimana tergugat dalam keadaan mabuk
mengamuk dan mengejar penggugat dengan menggunakan besi sehigga Penggugat
lari untuk menyelamatkan diri ke rumah orang tuanya selama kurang lebih dua bulan
tanpa saling menjalankan kawajiban sebagaimana layaknya suami istri
Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat.
Setelah melalui proses peradilan, maka pemeriksaan perkara ini dapat
dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) karena, pada hari persidangan yang
telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat
tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai
wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan ketidakhadiran tergugat tersebut di sebabkan oleh suatu halangan yang sah.
Menurut penyusun dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah disebabkan
karena pihak tergugat sudah mengakui bahwa dirinya benar-benar bersalah dan
melakukan penganiayaan terhadap penggugat, sehingga tergugat merasa malu dan
takut menghadiri proses persidangan di Pengadilan Agama Takalar.
2. Kesaksian Para Saksi.
Bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, penggugat mengajukan
bukti tertulis berupa akta nikah, selain bukti tertulis tersebut penggugat juga
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mengajukan dua orang saksi yaitu: Congkang Dg. Nyarrang bin Dg. Manggulingi
dan Siang binti Dg Sampara, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang tua kandung
penggugat.
Bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya telah
mengetahui kejadian tersebut dan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering
terjadi pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras, mabuk, bahkan
sering menyakiti pisik penggugat sampai berbekas (memar) dibadan penggugat,
sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi untuk tinggal bersama tergugat, yang
kemudian pisah tempat tinggal selama empat bulan dan tidak saling peduli lagi.
Namun saksi pertama tidak melihat langsung tergugat minum minuman keras, hanya
sering melihat tergugat membawa tempat  yang berisi minuman keras dan tercium
bau dari mulutnya, dan tidak melihat langsung tergugat memukul penggugat namun
saksi pertama melihat bekas pukulan tergugat dibadan penggugat, tetapi saksi kedua
telah melihat langsung tergugat sering minum minuman keras di rumah orang tua
tergugat dan apabila mabuk tergugat memukul penggugat dan pernah mengejar
penggugat dengan badik yang mengakibatkan penggugat lari ke rumah orang tuanya
untuk menyelamatkan diri.
Pada dasarnya, dua orng saksi bilamana mencukupi segala persyaratan,
merupakan bukti atas kebenaran dakwaan penggugat. Di antara persyaratan yang
harus dipenuhi oleh para saksi adalah bahwa saksi hendaklah benar-benar
mengetahui tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Tidaklah patut menjadi
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saksi orang-orang yang tidak benar-benar mengetahui tentang sesuatu yang
dimintakan kesaksiannya. Dalam QS. Al-Isra’/ 17: 36 Allah berfirman
              
  
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu
akan diminta pertanggungjawabannya1.
Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikan adakalanya
dengan mendengar dan adakalanya dengan melihat sendri. Jika persoalan yang
dimintakan kesaksiannya itu berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima
bilamana saksi-saksi benar-benar melihat langsung terjadinya perbuatan, dan jika
berupa perkataan seperti ijab kabul dalam berbagai perikatan, maka kesaksiannya
baru dapat diterima bilamana para saksi  mendengar langsung perkataan itu
diucapkan. Bilamana para saksi tidak melihat sendiri atau tidak mendengar sendiri
maka kesaksiannya  baru dapat diterima  jika saksi-saksi itu benar-benar pernah
mendengar berita sekurangnya dari dua orang yang langsung mendengar atau melihat
peristiwa dimaksud. Bilamana para saksi tidak mendengar atau melihat sendiri dan
tidak pula mendengar dari sekurangnya dua orang yang langsung mendengar atau
melihatnya, maka kesaksiannya menurut hukum fiqhi tidak dapat diterima. Dalam
1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazed, 2009 ), h. 429
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hal ini hakim di Pengadilan Agama Takalar perlu menyelidiki bagaimana cara saksi-
saksi memperoleh pengetahuan tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya
tersebut.
Para saksi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara yang dibahas tidak
menjelaskan bagaimana mereka memperoleh pengetahuan bahwa penggugat dan
tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-
minuman keras, mabuk, bahkan sering memukul. Dari mana para saksi memperoleh
keterangan tentang rumah tangga penggugat, apakah benar puncak perselisihan
penggugat dan tergugat  karena tergugat dalam keadaaan mabuk, mengamuk dan
mengejar panggugat dengan badik sehingga penggugat lari pulang ke rumah orang
tuanya untuk menyelamatkan diri?. Jika para saksi tidak melihat dan tidak pula
mendengar sendiri, dari siapa mereka mengetahui hal-hal tersebut, bisa jadi
penggugat sendiri yang menceritakan hal ihwal tersebut.
C. Analisis Terhadap Alasan-alasan yang Digunakan Oleh Hakim dalam
Memutus Perkara Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Takalar
(No.52 /Pdt.G/2014/PA Tkl.)
Berdasarkan jalan perkara di atas dapat diketahui  dengan jelas alasan-alasan
mengapa penggugat menuntut atau menggugat cerai suaminya (tergugat), yaitu
tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan memukul penggugat
kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan, dan selama itu
pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang
mengakibatkan penggugat mersa tidak tahan lagi hidup bersama tergugat, karena
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tergugat sebagai suami seharusnya melindungi dan menyayangi penggugat dan
anaknya tetapi tergugat bahkan sebaliknya sering mabuk, mengamuk dan memukul
penggugat, bahkan mengejar penggugat dengan badik, sehingga kehidupan
penggugat terancam, tersiksa, dan membahayakan keselamatan jiwa penggugat.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan
penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan
penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan
penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap
penggugat.
Mejelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali
dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selama proses persidangan
berlangsung hanya satu pihak yng selalu hadir yaitu penggugat karena itu proses
mediasi sebagaimana yag dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak
dapat dilaksanakan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya
yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Tkl
tertanggal 16 Mei 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita
Pengadilan Agama Takalar dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan  yang
sah menurut hukum, maka itu dianggap sebagai tergugat tidak membantah dalil-dalil
64
gugatan yang diajukan oleh penggugat dan  dianggap benar-benar melakukan sesuai
apa yang dituduhkan oleh penggugat.maka perkara ini dapat putus dengan verstek
(tanpa hadirnya tergugat).
Menurut penyusun, tindakan hakim sebagaimana tercantum dalam putusan
No.52/Pdt.G/2014/ PA Tkl. sebaiknya dalam menyelesaikan perkara ini hakim bisa
mendatangkan saksi ahli, sehingga dapat diketahui seberapa besar penganiayaan
yang terjadi sehingga menimbulkan penderitaan yang mendalam pada penggugat,
dan akhirnya tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat.
Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian
karena penganiayaan menurut penyusun tidak tepat dengan peraturan yang telah
ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Seharusnya pihak Pengadilan Agama
Takalar menggunakan pasal 19 huruf (d), yaitu salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, tetapi putusan
dalam perkara ini menggunakan pasal 19 huruf (f), yaitu antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup





1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam putusan perkara
No.52/Pdt.G/2014/PA Tkl. karena sebagai suami seharusnya melindungi dan
menyayangi istri dan anaknya, tetapi yang terjadi sebaliknya sang suami sering
mabuk, mengamuk, dan memukul, bahkan mengejar sang istri dengan badik,
sehingga kehidupannya terancam, tersiksa, dan membahayakan keselamatan jiwa,
serta sang istri merasa tidak tahan lagi untuk hidup bersama sang suami.
2. Alasan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar di dalam
memutuskan perkara No.52/Pdt.G/2014/PA Tkl, yaitu perceraian dengan alasan
penganiayaan menggunakan dasar hukum yuridis didasarkan pada ketentuan pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan
pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga
penggugat dan tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali
(syiqaq), yang menurut penyusun tidak tepat, karena seharusnya para hakim
menggunanakan pasal 19 huruf (d), yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman
atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (penganiayaan).
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Implikasi penelitian
Membaca putusan perceraian dengan alasan penganiayaan di Pengadilan Agama
Takalar, maka:
1. Para Hakim Pengadilan Agama Takalar, sebelum menyelesaikan dan
memutuskan perkara perceraian yang disebabkan penganiayaan hendaknya
dilakukan pemeriksaan secara intensif supaya tidak ada kesalahpahaman dan
hakim bisa mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti-bukti.
2. Bagi para penegak hukum Islam di Pengadilan Agama Takalar, tetaplah
berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam serta hukum acara peradilan
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